
PERATl iRAN DAER.AH KABUPATEN KARANGANYAR 

t..;OMOR 8 TAl-iUN J._00;2.._ 

TENTANG 

RETRIBUSI IZIN INDUSTRI 

DEr-JGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES.A 

BUPATIKARANGANYAR, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, 
nyata dan bertan~gung jawab moka Pemerintah Kabupaten 
mendapatkan pelimpahan beberap~ kewEmangan urusan di 
bldang pernerintahan khususnya lzln lndustrl, oleh karenanya 
perlu penyesuaian dalarn pel~ksanaan: 

b. bahwa dengan semakin t•Jmbuh dan berkembangnya kogiatan 
industri di Kabupaten Karnnganyar, maka Pemerlr.tah Daerah 
perlu melakukan pembinaan dan pengawasan sesua.l dengan 
kewenangannya, oieh karena itu perlu mrangatur lzln Usaha 
lndustri dan rnenetapkan retribusinya; 

c. bahwa untuk mnksud tersebut perlu dintur dan ditetapkan 
dengan Peraturnn Daerah. 

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun ·!950 tenbng Pembentukan 
Daerah•daerah Kabupaten dalam Lingkungan Proplnsl Jawa 
Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 
22, Tambahan Lembaran Negara RHpublik Indonesia Nomor 
3274 ); 

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambehan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 3685 ), sebagaimana teiah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 246 Tambahan 
Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4048); ' 

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ttmtang Pemerintahan 
OarJrzh (Lernharnn Negara Republik lndonesla Tahun 1999 
Nomor 60, Tambahan Lombaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3839); 

. . 

5. Peraturan Pemerintah Nomor ·17 Tahun 1986 tentang 
Kewenangan Pengaturan, Pcmbinaan dan Pt3ngembangan 
lndustri (Lembaran Negara Republik lndonesta 'Tahun 1986 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republl.k · Indonesia 
Nomor 3330 ); 



6. Peraturnn Pemcrintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrlbusl 
· t:b0rah (l_cmb,mm i--.Jogarn R,::)pu!?lil< !ndonesii'l Tahun 2001 

Nomcr 119, Tr.rnbahan L~mbaran Negarn Republik Indonesia 
Nomor 4139 ): 

,. Keputusnn Pres1den Nomor 86 Tahun '1998 tentang Daftar 
atau Bidang U3,:iha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal; 

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahu:i 1999 t~ntang Tehnik 
Penyusunan Peraturan Perundang-unda,ngan dan Bentuk 
Rancangan Undang-undang, Rancangan Pera~uran 
Pemerintah rfan R:;i:-1c.::m?:::n Koputu:,an Prnsiden (L.mnbaran 
Negarn Rept.:blil< Indonesia Tr,hun 1999 Nomor 70 ); 

9 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 
te11tang Pecioman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ; 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 
tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ; 

11. Surat :<eputus~n !Vlcntcri Perindustrian Nomor 250 I tvl / SK /. 
1 CJ /1994 tentang Padoman T ekni~- Penyusunan Pongendalian 
Dampak Terhada.p Lingkungan Hidup pada Sektor lndustrl; 

12. Surat Keputusan Menter! Perindustr!an Momor 148 / M /SK/ 7/ 
1995 Tenta.ng Panetapan Junis dan Komoditi lndustri yang 
Proses Produks.inya Tidak Merusak ataupun Memba,hayakan 
Lingkungan serta tid'11c Menggur,akan Sumber Doya Alam 
secara Borlebihan; 

13. Surat Keputusr,n Mentari PerincltJstrian dan Perdagangan 
Nomor 254/IVIPP/KEP/7/1997 tentang Kriteria lndustri Kecil di 
Lingkungan Depmtnmen Perindustrian dan Perdagangan; 

14. l<eputusan Monteri Perindustrian dan Pordagangan Nomor 
590/MP?/l(EP/10/1999 Jo Nomor 233/MPP!i<ep/6/2000 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian lzin Usaha lndustri , lzin 
Perlu.::isan <J::1n Tonda Dafta; lr.dustri; 

15. Keputusan 'Menter! Pcrindu~trbn dnn Perdagangan Nomor 
78/MPP/KEP/3/2001 t~ntang Pedoman Standar Pelayanan 
Minimal ( PSPM) Bidang Perlndustrion dan Perdagangan; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar 
Nomor 7 Tahun 1990 tontang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di 
Llngkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Karanganyar (L.embaran Da1.:1rah iat11.m 199·1 Nomor 49). 

Oengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAI\J RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

ME::MUTUSKAN 

Menetapknn : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG 
RETRIBUSI IZIN INDUSTRI .. 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan 

a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar; 

b. Pemerintah Daerah adalah Kepa!a Daerah beserta peranfJkat daerah otonom 
yang lain sebagai badan eksekutif daerah; 

c. Bupati adalah Bupati Karanganyar; 

d. Kepala Dines ad1:1lah Kepala Dinos Perindustri~n, Perdagangan, Penanaman 
Modal d;:m Koperasi K~bupaten Karanganyar; 

e. Pejab.1t ado!ah pegawai yang diberi tugas tertontu dibldang retribusi daara.h 
sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; 

f . Kas Oaerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten l<arang.s1nyar; 

g. lnd'.lstri adalah kegiatan ekonomi yang mongolah bahan mentah, bahan baku , 
barang 5etengah jadi, dan atau barang jadi monjadi barang d&ngan nilai yang 
lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan 
perekayasaan indus~i; 

h. 8r.1dan ada.lah bentuk badan usaha yang mcliputi perseroan terbatas, 
perseroan komoditer, perseroan lalnnya, badc:n usaha milik negara/daerah 
ciengan nama dan bentuk apc:1pun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, 
kopcrasi, yDyasan I organisasi yang sejenis , lerr,baga ciana pensiun , bentuk 
usaha tetap serta bent'Jk badan usaha lainnya; 

i. Perusahaan lndustrl adalah badan usaha yang r.,elakuk.an kegiatan dibidang 
usaha industri; 

J. lo1ve5tasi adalah lnvestasi lndustri yang meliputi saluruh kekayaan 
perusahaan yang berupa modal kerja dan modal tetap kE1cuall tanah dan 
bangunan; 

k. T anda Da:tar lndustri yang selanjutnya disE:but TOI yang diberikan 
kepada r,ierusahaan industri kecil dengan investa:si sampa! dengan 
Rp 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah); 

I. tzin Prlnsip adalah izin yang dib(:lrikan kepada pemsahaan industri yang akan. 
mendirikan industri dengan investasi di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah) dan merupakan rekomendasi bahwa komoditi yang akan 
diproduksi masih terbuka untuk investasi; . 

m. lzin Usaha lndustri yang selanjutnya disebut lUI adalah izin tetap usaha 
industri yang diberikan kepada parusahaan industri y~ng telah memper.oleh 
izin prinsip. 

n. lzin Perluasa!') adalah izin yang diborik21n kepada perusahaar, industri pemilik · 
TOI maupun IUI yany akan memperlua.s kapasitas produksinya sebesar leblh 
dari 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi samula sesuai TOI / IUI 
yang dimilild; 

o. Retribusl lzln lndustri yang selanjutnya dlslngkat Retribusi adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin lndustri· yang 
·diberikan oleh Kepala Dinas; 



p. Registrasi c:-dalah kew-djiban pemsgang lzin lndustri untuk mendaftarkai, ulang 
~erusahaannya setiap 5 ( lima ) tahLJn sekali; 

• .. - • 4 . 

q. Surat t<et~fapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disiriglmt S~RD adalah 
3urat Keputusan yang menentukan besan,ya jumlar1 retribusi yang terutang;--

r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjut!)Ya disingkat STRD udalah 
surat untuk melakukz,n tagihan retribusi clan atau sa11kzi adrninistrasi berupa 
bunga dan atau dendn. 

Pasal2 

S.~tiap orang pribadi at;;11J badan ynng rr.endirikan industri wajib m13miliki lzin 
lndustri dari Kepala Dinas. 

Pasal3 

(1) lzin lndustrl sebagaimana dimaksud ~>o~a! 2 Pemtumn Dae rah ini meaputi : 
o. TOI untuk lndustri den~1an nilai investasi Rµ. 5.000.000,00 (lima jut.a 

rupiah) sampai cengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 
b. lzin Prins1p untuk lndustri d0ngan nilai investasi diatas 

Rp. 200.eoo.000,00 (dun ratus juta rupiah) 
c . IUi untuk industri y,.mg siap berproduk5i komersial dengan nilai investasi 

ciiatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupinh) 

(2) Untuk mamperoleh !UI se-bag.:imana dimaksud ayat (1) huruf c PF1sal inl 
riarus rnelalui tah~1p lzii: P~1n:::~ip 

(3) Bagi Porusahaan indu$tri yan~ telah memiliki lzin lndustri sebagaimana 
dimaksud ay2t (1) Pas~, ini ya rig memperluas i<apasitas produksinya lobih 
dari 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas scmula wajlb mengajukan lzin 
Perluasan 

(4) Tam cam da:, persyi'.lre,~.a:1 po.-1gc:ijuan rorn1ohor·1an l:zin lndustri diatur lebih 
lanjut o!ch Bupati. 

Pasal4 

(1) lzin lndustri sebagaimana d;maksud ayat (1) Pasal 3 huruf a dan c Peraturan 
Daorah ini borlaku selama Pl"lrusahaan lndustri y~ng bersangl<utan masih 
berproduksi dan wajib dila.kukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. 

(2) ,\pabila terjadi perubahan Nama Pl'lrusahaan dan atau Komisarls 
Perus,3.haan, malca lzin Usaha lndustri yang diberikan harus dil.akukan bank 
nama. 

(3) Ap;.;1bila terjadi perubahan alarnat perusahaan, mc.1ka lUI ynng telah diberika.n 
harus dllakukan peruhahrm. 

(4) Bagi pernegang lzin lndustri yang akan · mongubah komoditinya wajib 
mengajukan izin baru . 



BAB Ill 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 5 

(1) Dengan nama Retribusi lzin lndustri dipung111 pemb3yaran atas satiap 
pelayanan pemberian lzin lndustri. 

(2) Objek Retribusi adalah setiap pemberian lzin Prinsip, IUI, lzin Perlua·san, 
lzin £3alik Nama, Penggantlan atas lzln lndustri karena hilang dan rusak, dan 
izin Porubahan. 

(3) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh 
pelayanan lzin lndustri. , 

( 4) Wajib Retrlbusi adalah Orang Prihadi atau Sadan yang bertanggung jawab 
atas pembaya·ran Retribusi lzin lndustri. 

Pasal6 

Setiap usahci industri _ yang pembinaannya di iuar kewenangan Dinas, pemborian 
lzin industri setel&n mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas. 

BABIV 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 7 

Retribusi sobagaimana dlmaksud Pasa! 5 ayat (1) Perat.uran Daer ah lnl terrnasuk 
golongan Retrjbusi Perizlnan Tertentu. 

BABV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal8 

Tingkat penggunaan Jasa retribusi lzin lndustri sebagairnana dimaksud Pasal 5 
ayat (1) Peraturan Oaerah ini berdasarkan nilai investasi dan jenls izln yang 
diberikan. 

BAB VI 

PR!NSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA 
TARIF RETRIBUSI 

Pasal 9 

Prinslp Penetapan tarip retribusi lzin lndustrl adalah untuk memperoleh 
Pendapatan denr,an mempertimbangkan biaya pembinaan. µengawasan dan 
pengendalian. 



Pasal 10 
. . ' .. ... 

Struktur dan besarnya tarip Retribusi ditetapk&n sebagai borikut : 

a. lzin Prlnslp lndustri dikenakan Retribusi sebesar 0,5 o/oo (nol koma lima 
P'.9rmil) dari nilai investasi. 

b. !; ·in Usaha lndustri dikenakan retribusi sebesar 1 o/oo (satu pgrmil) darl nilai 
investasi. 

c. lzln Perluasan lndustri dikenakan rotribusi sebesar ·1 o/oo (satu permll) dart 
· nilai investasi perluasan. 

d. Registrasl ( daftar ulang ) dikenakan retribusi sebesar 0,5 o/oo (nol koma 
lima permil) dari nilai investasi. 

e. 8eaya Balik Nama dike~akan Retrlbusl sebesar 1 o/oo (satu permil) da1·i nllal 
investa~.i. ·' · 

f. Ponggantlan l:::in Usaha lndustrl karnna hilang a tau rusak dikenakan Ret·ibusi 
sebesar 10 % ( sepuluh porsen) dari retribusi semul:\. 

BAB Vil 

V\/ILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 11. 

Retrlbusi t(:1rhutang d1pungut di wilayah Daerah. 

BAB VIII 

SAA T RETmBUSI TE RUT ANG 

Pasal 12 

Saat Retrihusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD ;atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

BAB IX 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 13 

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan 

(2) Retrlbusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. , 

(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dlmaksud ayat (1) Pasal lniditetapkan 
oleh Bupati. 



BAB X 

SANKS! ADMINISTRASI 

Pasai 14 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar- tepat pad<! waktunya aiau kurang 
membayar dikenakan s:mksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua 
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih 
dengan menggunakan STRD . 

BAB XI 

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal ~5 

(1) Kepala Dinas menetapkc1n tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran 
retribu~i fomrtang paling lama 30 ('ilga pu!uh) hari setetah saat terutang. 

(2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempclt lain yang ditunjuk 
sesuai waktu yang ditentukan dengan mengtJunakan SKRD atau · SKRD 
Jabatan dan SKRD Tambahan atau dokuman lain yang dipersamakan. 

(3) Da.lam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil 
penerim<1an retribusi harus disetor ke Kas Daerah sclambat lambatnya 1. kali 
24 jam atau dalam waktu yaP.g ditetapkan oleh Bupatl . 

(4) Apabil..i pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan 
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal lni, maka dik~nakan ~anksl 
administrasi berupa bunga zebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan 
STRD. 

Pasal 16 

(1) Pembayaran REJtribu:;I harus dilakukan secara tuna!. 

(2) Kep~la Dinas ,dapat memberi izin l<epada Wajib Retribusi untuk mengangsur 
re.tribusl tcrutang dalam jangka waktu tertentu. 

. ~ . 

(3) Tata cara . pembayaran retribusi sebagaimc.na dimaksud ayat (2) Pasal lnl 
ditHtapk,m oleh Bupati . 

(4) Kepala Dinas dapat mengijinknn Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran 
r~trlbusi sampai bcltas wnktu tertentu dengan alasan yng dapat dipertanggung 
j;3wabkan. 

Pasa! .17 

(1 1) Pemb:ayamn retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan 
~~erah ini, diberilcan tanda bukti pembayaran. 

(2)' B~ntuk d~n isi tanda bukti pembayaran ditetapkan oloh Bupati. 



BAB XII 

TATA CARA PEN.AGIHAN 

P:i.sal 18 

(1) Pengeluamn surat tf::gumn m:.:iu perir:gatan sebagai awal tindal<an penagihan 
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak ,tatuh I'r~mro pembayai·an. 

(2) Dalam jangka v,c:ktu 7 (tujuh) hari sot0lah tangg3I surat tegimm atau 
peringatan V\/ajib Retribusi hai1.1s rtH.)lun::isi retribusi yang terutanr,. 

(3) Surat tcgum:1 at.1u r:;er:ng8tan diamksud n~1at (1) ditetapkan oleh Kcpa!a 
'Dinas. 

TATA CARf'\ PENGUR/-\NG/\N, KEHINGANAN DAN Pl~MBEBASAN 
RETRISUSI 

(1) Supati C:apat mcmberii<an pengumngan, korlnganan otau pcmbebasan 
retribusi. 

(2) Tata cara pemberian pengunmg21n, keri11gc:1nar, ah1u pembi;:bc?san retribusi 
dmaksud ayot (1) Pasa! ini ditct:.:pk::i:·1 olch Bup~ti. 

i:l AB XIV 

KETF.:NT'UAN PIDANA 

P8sal 20 

(1) Perusahaan !ndustri yang tidak memiliki I.Lin lndustri dan dengan sengaja tidak 
melaporkan informasi industri c.Jtau laporan industri sesuai kiatentuan yang 
ber!aku dapat dipidnria kurungan se!ama !~many~ 6 (cnam) bulan atall denda 
sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

(2) Wajib Rotribusi yang tidak '.Tiele:ksanakan kew~jibannya sehingga merugikan 
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau 
denda s.ebanyak-ban'.fctknya 4 kali jum!ah retribusi torutang. 

(3) Tindak pidana sebagaima11a dimaksud ayat (1) dan (2) Pesa I ini adalah 
pelanr,mmaan . 

BAB XV 

PENYIDlr<AN 

Pnsal 21 

(1) Pejabat pegawal negeri slpil tertentu dilingkungan Pemerlntah Daerah diberl 
weweriang khusuz sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana dibidang retribus! daerah . 



(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah: 

a. Menerima , mencgrj , mengumpulkan dan meneliti ketmangan atau laporan 
berkenaan· ~ehgan tindak pldana dlbidang retribusi daerah agar keterangan 
atau laporan _tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas . 

b. Meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau bad.?.n ten~ang kebenaran perbuatan yc;1ng dilakulcan sehubungan 
dengnn tindak pirlana retribusi daerah. 

c. Meminta k~terangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badc2n 
sehubungan dengan tindak pidana dibidc1ng rotribusi daernh. 

d. M~meriksa buku--buku , catata:i-catatan dan dokumen-dokumen lain 
ber!cenaan dengan tindak pirlana dibidang retribu~i daerah. 

e. Melakulcan penggeledahan untuk mendapat~an barang bukti pembukuan , 
pencalatan dan dokumen-dokumen lain , serta rnelakukan penyitaan 
terhada~1 barang bukti tersebut. 

f. Meminta bantuan ·~enaga ahli dalam rangka pelaksanaan tug as penyldikan 
tindak pldana dibidang retribusi daerah. 

g . Menyuruh berhenti , melr.1rang seseomng meninggalkan ruangan atau 
temp2t pada saat pemeriksaan sadang berlangsung dan memeriksa 
identilas orang dan atau do!<umen yang dibclwa sebagaimana dimaksud 
pacia huruf e ayat ini . 

h. Memotrnt sesBorang yang berkaitan dengan tindak pld,ma retrlbusl daerah. 
i. Memanggil orang untuk didengar keternngannya dan diperiksa sebagai· 

tersangka atau saksi. 
j. Menghentikan penyidikan. 
k. Melakukan Tindalc&n lain yang perlu untuk kelaricaran penyidikan tindalc 

pldana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik Sf;bagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 1m memberitahukan 
dimulainya p~nyldikan dan rnenyampaikan hasil penyidikannya kepada 
penuntut umum sesuai denga.n ketl:'ntuan yang diatur da!am Undany-undang 
Non,or 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acma Pidana. 

BA 8 XVI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 22 

lzin lndustri yang telah dimiliki pada saat ditAtapkanr,ya Peraturnn Daerah in! tetap 
berlaku dengan ketentuan wajib melakukan daftar ulang berdasarkan Peraturan 
Da.erah inL 

BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 

Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh 
Bupati. 



Pasal 24 

Peraturan Daerah ini mutai4 berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinyc:i, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini denga.n penempatsnnya datam Lembaran Daerah 
Kabupaten Knrang:1nyar. 

Ditotapkan di Karanganyar 
pAda tanggal 11 ~V\, ~oo:2. 

1 Karanganyar 
17 At,tl/\l -:z..oo:z 

LE1vfBARAN DAER.AH KABUP ATEN KAR.ANG ANY AR 
T AHl.JN 2002 NO MOR {). j SERI _c. .? 



PENJELASAN 
PERATURAN DAERAH KABIJPATEN KJ\RANGANYAR 

. · • · • NO MOR t T AHUN 2002 

TENTANG 

RETRIBUSI IZIN INDUSTRI 

I. PEN.JELASAN UMUM · 

Dengan berlakunya Uncfamg-undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerlntahan Daorah dan Undang-undang Nornor 18 Tahun 1997 juncto 
Undang-ur,dang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, maka diperlukan usaha untuk meningkatkan Pendapa~an Asli Daerah, 
y~ng diperoleh antara lain dari Retibusi lzin lndustri. 

Mengingat sektor industri di Kabupaten Karanganyar selama ini mampu 
memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten 
Karanganyar, maka sektor industri selain sebagai penggerak roda 
perekonomian Kabupaten Karanganyar, juga diharapkan memberikan kontribusi 
terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi !:!in lndustrl. 

Untuk memberikan dasar hukum Retribusi lz.:in lndustri perlu diatur dan 
ditet.apkan dengan Pernturan Daerah. 

II. PENJELASAN UMUM. 

Pasal 1 
Pasal2 
Pasal3 
Pasal 4 ayat (1) 

Pnscll5 
Pasal6 

: Cukup jolas. 
: Cukup jelas. 
: Cukup ,ielas. 
: Yang dlmaksud dengan masih berproduksi adalah tidtlk 

dalam satatus likuidasi. 
: Cukup jelas. 
: Usaha lndustri yang di luar kew-snangan Dinas berdasarkan 

Peraturan Pemerlntah Nomor 17 Tahun 1986 yang 
mengatur tentang beberapa jeni5 industri yang kewenangan 
pembinaannya tidak berada pada Departemen 
Perindustrian antara lain : 

A. Kewenangan Menteri Pertambangan dan Energi : 
1. Penyulingan Minyak Bumi. 
2. Per.cairan gas alam. 
3. Pengolahan bahan galian bukan lo~Iam tertentu. 
4. Pengolahan bijih timah menjcidi ingot timah. 
5. Pengolahan bijih tembaga. 
6. Pengolahan bauxite. 
7. Pengolahan bahan galian logam mulia. 
8. Pengolahan bijih nikel. 
9. Pengolahan bijih logam mulia. 



Pa.sal 7 
Pasal 8 
Pasal 9 
Pa3al 10 
Pasal 11 
Pasal 12 
Pa.s9113 
P·asal 14 
Pasal 15 
Pasal 16 
Pasc)l 17 
Pasal 18 
Pasal 19 
Pasal 20 
Pasal21 
Pasai22 
Pasal23 
Pasal24 

. f?. Kewenang~n Menteri Pertani;:,:m : 
1. Gula pasir dari tebu. 
2. Ekstrasi kelapa sawit. 
3. Penggilii,gan padi dan penyo~,ohan boras. 
4. Pengolahan lkan di laut. 
5. Teh hitam dan teh hljau. 
6. Vaksin, serum, dan Qahan-hahan diagnostika biologis 

untuk hewan. 

C. Kewenangan Menteri Kesehatan: , 
lndustrl bahan obat dan obat jadi, termasuk obctt asli 
Indonesia Garnu). 

' ' 

: Cukup jelas. 
: Cukup jelas. 
: Cukup jelas. 
: Cukup jelas. 
: Cukup jelas. 
: Cukup jelas. 
: Cukup jelas. 
:. Cukup jelas. 
: Cukup jelas. 
: Cukup jelas. 
: Cukup jelas. 
: Cukup jelas. 
: Cukup jelas. 
: Cukup jelas. 
: Cukup jelas. 
: Cukup jolas. 
: Cukup jelas. 
: Cukup jelas. 


